BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan teknis Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
Publik telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi
Publik dalam  Penyelenggaraan Pemerintah  di
Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2964);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor S5 Tahun 2008
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
Nomor 11);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan
Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
Nomor 53);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2011 Nomor 39);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013
tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 49).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KABUPATEN
BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Bandung.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
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Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan publik
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan
Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya  berkaitan dengan = penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk
teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang
terjadi antara badan publik dan pengguna informasi
publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-
undangan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak melalui bantuan mediator
komisi informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa
informasi publik antara para pihak yang diputus
oleh komisi informasi.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang
tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di badan publik.



17. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggungjawab
di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan/atau pelayanan informasi di bidang
publik Pemerintah Kabupaten Bandung.

18. PPID Pembantu adalah pejabat yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan/atau
pelayanan informasi di badan publik Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung yang bertugas membantu PPID Utama.

19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publik sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

20. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini.

21. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia  yang
mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

22. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik
adalah Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati
yang memiliki tugas melakukan uji konsekuensi
terhadap informasi yang dikecualikan serta
membahas dan memberikan pertimbangan atas
berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan
pengelolaan  informasi dan  dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :

Pasal 10

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf d dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik.

3. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 A

Semua ketentuan mengenai SKPD yang sudah ada
sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan
dimaknai sebagai Perangkat Daerah, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 20



